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State Policy is the direction for the state organizers. These guidelines can be political 
guidelines whether in the economic, cultural, or legal fields. The position of a guideline must 
be maintained consistently. The relevance and similarity between the values, rules and 
fundamental norms contained in UUD 1945 of the Republic of Indonesia with the 
formulation of a policy made by a state authority in a juridical format, in which the policy 
must be subject to higher provisions. After the reformation of UUD 1945 of the Republic of 
Indonesia, the guidelines had not existed due to the lack of State Policy. This condition has 
triggered the urgently of this research. There are two problems raised in this research: (1) Has 
Indonesia accommodated the state policy in the constitution?; and (2) How is the country 
policy that is compatible with the Indonesian state constitutional system? The problems are 
analyzed using Post-positivism paradigm with different approaches, namely legislation, 
conceptual, and comparative in the study of the existing literatures. Technique of checking 
the accuracy of the data in this research used triangulation method.  The findings obtained: 
(1) Indonesia has accommodated the state policy in its constitution; and (2) The state policy 
in accordance with the Indonesian state constitutional system is as defined in the Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) (National Long Term Development Plan) 
 

























Haluan Negara adalah arah dalam perencanaan pembangunan negara. Haluan negara ini dapat 
berupa haluan politik, ekonomi, budaya dan hukum. Posisi pedoman haluan negara ini 
dipertahanan secara konsisten, relevansi dan kesamaan antara nilai, haluan negara dan norma 
dasar yang ada dalam konstitusi Negara Indonesiadengan kebijakan formulasi yang dibuat 
oleh penyelenggara Negara dalam ranah hukum, yang dimana kebijakan tersebut harus 
tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Haluan Negara ditiadakan atau dihapuskan. Kondisi inilah 
yang melatarbelangi penelitian ini. Ada dua rumusan masalah yang dicari dalam penelitian 
ini: (1) Apakah Indonesia sudah mengakomodir haluan negara dalam konstitusi?; and (2) 
Bagaimana haluan negara yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia? Penelitian ini 
dikaji dengan paradigma positivismedengan pendekan yang berbeda, diantaranya dengan 
peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan literature yang memiliki 
kesamaan. Teknik pengecekan keakuratan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
triangulasi.  Hasil penelitian yang ditemukan: (1) Indonesia sudah mengakomodir haluan 
negara dalam konstitusinya; and (2) Haluan negara yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan 
Indonesia adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJP). 
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